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PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALI KOTA MADIUN 

NOMOR      TAHUN 2024

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MADIUN  

NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA MADIUN, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaan 

pola karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kota Madiun, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 

Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sudah tidak sesuai 

dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota

Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota

Madiun Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pola Karier

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota

Madiun;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 

Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-

Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3244);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6037);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

157);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan

Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola

Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);

13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun

2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai

Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 1049);

14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
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15. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2021

tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun

Tahun 2021 Nomor 47/G);

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALI KOTA MADIUN NOMOR 47 

TAHUN 2021 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI 

SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN. 

Pasal  I 

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 dalam Peraturan Wali 

Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pola Karier 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun 

(Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 47/G) 

diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

(1) Persyaratan  untuk dapat diangkat dalam JPT 

Pratama sebagai berikut:

a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana

atau diploma IV;

b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,

Kompetensi Sosial     Kultural,     dan     Kompetensi

Pemerintahan  sesuai  Standar  Kompetensi  Jabatan

yang ditetapkan;

c. memiliki  pengalaman  Jabatan  dalam  bidang  tugas

yang  terkait  dengan  Jabatan  yang  akan  diduduki

secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;

d. sedang atau pernah menduduki Jabatan

Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli

Madya paling singkat 2 (dua) tahun;

e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan

moralitas yang baik;

f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan

g. sehat jasmani dan rohani.
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(2) Kompetensi  Pemerintahan  sebagaimana  dimaksud

pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan Sertifikat

Kompetensi.

(3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) menjadi salah satu persyaratan untuk

menduduki jabatan pada Perangkat Daerah dan

pengembangan karier pegawai Aparatur Sipil Negara di

Daerah.

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.   

Ditetapkan di Madiun 

pada tanggal 

WALI KOTA MADIUN, 

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd. 

Diundangkan di Madiun 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH, 

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T. 

Pembina Utama Madya 

NIP 19670416 199303 1 015 

BERITA DAERAH KOTA MADIUN 

TAHUN 2024 NOMOR 

1 April 2024

1 April 2024

12/G

ttd

ttd
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